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Keuangan Parp‘ol’ Harus

Memenuhi

FIRMANSYAH
Abdul Chalik

Kriteria

SIGI - Pihak Badan
Pemeriksaan Keuan-
gan (BPK) RI Per-
wakilan Provinsi Su-
lawesi Tengah men-
jadi salah satu Nara-
sumber dalam kajian
mengenai pemerik-
saan pertanggungjaw-
aban bantuan keuan-
gan Partai Politik (Par-
pol) yang digelar oleh
BadanKesbangpolKa-
bupaten Sigi, Kamis
(28/11) kemarin yang
dipusatkan diaula bu-
pati Sigi.

Abdul CholikSHMH

selaku perwakilan BPK RI Perwakilan Sulteng, men-
gatakan bahwa sumber keuangan yang dimiliki oleh
Parpol, meliputipertama, bersumber dariInternal Par-
pol, dimana dana bersumber dari sumbangsi dalam
Parpol itu sendiri. Selain itu, sumber keuangan yang
kedua yaitu bersumber dari kalangan swasta, baik
bergerak dibidang perusahaan maupun perseoran-
gan. “Yangketigabersumberdarikasnegaraatauyang
sering disebut public funding,” ungkapnya.

B Baca KEUANGAN hal 22
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‘' Dia menambahkan, per-
tanggungjawaban keuangan
Parpol harus memenubhi kri-
teria, meliputi wajib mem-
buatpembukuandan meme-
lihara bukti penerimaan dan
peéngeluaran danwajibmem-
buat laporan pertanggung-
jawaban. “Sedangkan wujud
laporan terdiri dari rekapitu-
lasi realisasi dan belanja per
kegiatan dan laporan inven-
taris (fisik) barang persediaan
pakai habis dan penggunaan

jasa,” ujarnya.

Kemudian dalam me-
nyampaikan LPj harus se-
caraberkalauntukdiperiksa
langsungoleh pihak BPK-RI,
maksimal kurun waktu satu
tahun. “Sehingga LPj terse-
but dapat diketahui secara
pastiolehkalanganmasyara-
kat,” ucapnya.

Menurut Abdul Cholik,
pemeriksaan yang dilaku-
kan oleh BPK-RI sesuai UU
Keuangan Negara, PP no-
mor 83 tahun 2013 tentang
perubahan PP Nomor 5 ta-
hun 2009 dan Permendagri

Nomor 26 Tahun 2013 ten-
tang perubahan Permendag-
ri Nomor 24 Tahun 2009. Se-
dangkan jenis pemeriksaan
yang dilakukan BPK-RI meli-
puti pemeriksaan LK, pemer-
iksaan kinerja, dan pemerik-
saan dengan tujuan tertentu.
Kemudian untuk hasil
pemeriksaanya, meliputi
jumlah dana bantuan Politik
yang diterima, penggunaan
keuangan yang tidak sesuai
dengan criteria dan peng-
gunaan yang tidak didukung
bukti yang dapat dipertang-
gungjawabkan. (cr5)




